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Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indone
sia dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indo-

nesis, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 054% 6/U Tahun 1987.



BAB I
PENDAHULUAN

A. Later Beleoksng Magalah
Pembangunan pada hekekatnye adaleh perubahan yeng te-

rus-menerus, yang merupsken kemajusn dan perbaikan menuju
ke arah tujuan ysng ingin dicespai, Atau, secara sederhana
dopat dikatekan bahwea pembengunen adalah suatu proses yang
dialami oleh sustu masyeraket menuju ke kehidupen yang le-
bih, baik,

Dalem keitannys dengen pembasngunan ysng dewesa ini
tengah dileksansken di Indonesia dalem berbagel bidang ke=-
hidupen bengsa, maka seperti yeng ditegasken dalem Garis-
Garis Beser Helusn Negera (GBHN), hakeket pembangunen na=
sionel adalsh pembangunan menusia Indonesias seutuhnya dan
pembangunen seluruh masyareket Indonesia. Hal ini mencer-
minkan betepa menusia den kemanusisen mendspat tempet yang
sangat terhommet delem pembangunsn nasionel di Indonesia.
Dengen kats lain, pembangunen sdaleh untuk manusia den bu-
ken menusia untuk pembangunan,

Dengen demikian pembengunan tidak henya membangun hep
ta dan bende, tetepl juga yang terpenting adealah membangun
menusie Indonesis, Deslam perjelanan pembenguman yeng te-
ngeh dilsksensken di Indonesia, maka tahsp tinggal lendas



' edeleh tahep yang senget menentukan a-

atsu lepas landas
pakeh pembangunsn yeng kite jalanken ini mempunyai daya
tahen den kemampuan untuk melangsungkan perjalaenan pemba«

ngunsn kite ke areh emansipasi secara mantap andaloz

Sudeh menjadi kemauan politik (political will) peme~
rintah seperti diamanatkan dalem GBHN, bahwa bangsa Indo-
nesie dalem Pelita VI nanti sken memasuki proses tinggel
lendes yeng memakan wektu relatif lama, setelsh dalem Pe-
1ite IV yeng lelu dibentuk kerengke lsndesennys untuk tug
buh den berkembang terus, untuk kemudien dimantepken da-
lam peleksansan Pelite V ini, Sedemikian rupa sehingga mg
syareket adil dsn mekmur seperti ysng dicite-citakan da-
pat terwujud di Negara Kesatuasn Republik Indonesis ysng

berdaserksn Pancasila den Undang-~Undang Dasar 1945.
Peds saet tinggal landas nenti Indonesias dihaerspken

mempu untuk berkembang dan membangun dirinya dengan kekue

1Boborapn pakar sepertl Sarbini Sumawinets, Mohsmmed
Sadli, Soetjipto Wirosaerdjono dan Koeantjaraningrat lebih
suka mengguneken istileh "lepas landes" dan buken "ting-
gal lendas", dengsn elasen bahwe istilah "tinggel landas"
sudeh mempunysi konotasi yeng resmi ugwtt yeng termak -
tub dalsm GBHN, sedeng istilah "lepas landas" lebih bebas.
Karene kesulitan teknis, dalem skripsi ini penulis ke
memakel istileh "tinggel landes" di suatu tempat dan ist
lah "lepas landes" di tempat lain, yeng kiranys mempuny
ekar yeng sema delam beshasa Inggris, yeitu take off.

Zprof,Serbini Sumswinata, "Lepes Lendas: Suatu Tinjau
en Analitis," deleam Sjshrir et.asl. ( N
lmﬁl . cet.
m* et Greme u.nmbn . 5’. ;om presentasi-
kan pada Diskusi "Pemikirasn Sarbini tentang Lepes Landas"
zmg diselenggeraken oleh Yayasan Psdi dan Kepas p a d a
anggal 27 Agustus 1988 di Gedung Bentars Budaya,Jakarta,

:.aln rangka Memperingati 70 Tahun Prof, Sarb Sumawina-
Be



atan sendiri tanpa "bergantung" dengan negara lain,

Pembangunen nssional yang ideal sudah barsng tentu he-
ruslah suatu pembangunsn nesional yang multidemensionsl ,
yang masing-mesing bidang kehidupan masyaraketnya mempero =
leh perhetian dan pengelolsan yeng kureng-lebih sanma.
Sekalipun dalam kenyateean kita memang harus membuat skala
prioritas berdasarkan sumber den sarana yang kita lillki.,

Meskipun tinggal landas itu "hanya" dierehkan delam bl
dang pembangunen ekonomi, ateau dengen kata lain yang menjg
di titik beret tinggal landes adalah pembangunen di bidang
ekonomi, nemun tidek dapat dinafiken bahwa bidang-bidang 1g
in sken ikut pule mempengaruhinya. Salah satu bidang itu a-
delah bideng pembangunan hukum,

Setelah melewatl empat Pelita, sekarang kita dapat meg
permasalahkan apskah masalash-masalah pembengunan hukum sue-
deh mendspatkan perhatiasn dan pengelolasan yang serius d a n
intens. Oleh kerens suatu mesysrekat yang skan tinggal lan-
das tidak aksn dapat berjalan dengan baik dan lancer tenpa
mengindahken nilai-nilei dan norms-norma hukum yang hidup,
berkembang dean berlasku delam masyarskat bersangkutan,

Ada beberspa alasan yang memberikan arti penting pada
mesalah pembangunan hukum tersebut, Pertama adalah alssan
plikologil-politin.‘ untuk melepasken diri dari ikaten masa
lampau yang berbeu koloniel, dan di deleam kerangks untuk

e ’x(5-1.n)n.1s. "Dimensi Politik," delem Alfian den Mely
dag. cebel {ransiancs Lapdagen Tejusnaunan 409 lepas ypn-

4peuku Mohemmad ReMhie,SH., "Pembsharusn den Politkk Hu
kum dalem Rengka Pembangunan Nasionel," Prisma, No.,6, Tahun



menciptaken identitas bangese yang merdeke seringkali terda=
pet hasrat dan kemausn yeng kuat untuk mengganti teta hukum
yeng diwarisi deri mesa penjejehan dengan suetu tata hukum
beru produk nasional, Hasrat den kemeusn sedemikian itu me~-
nonjol pads setiap masyarskat, terutamas mesyaraket-masyara-
ket yeng memperoleh kemerdekeannya melalul suatu perjuangan.
Memeng agak jenggal dirssaken atau terdengarnya untuk tetap
mempertahanken sustu teta hukum dari mesa penjajehan d a n
menjadikannya suatu tata hukum nasional, tanpa menyaringnya
terlebih dahulu,

Alasen lain yang ageaknya lebih resional ialah, behwa
seringksli banyek hukum dari mesa lsampau sudsh tidek sesuai
legi dengan kebutuhen-kebutuhen masysrakat yang, dilihat dg
ri sudut pertumbuhen seteleh kemerdekaan, telsh mengalemi
banyek perubahen., Dengan berpegang pada pandangan bahwa hu-
kum adelsh refleksi deri keasdaan mesysrakat psde suatu mases
dan tempat tertentu, maks akan sukarlsh untuk tetap memper-
tehankan hukum yang lema untuk suasans kehidupan baru, spa=
bila dikehendeki behwa hukum baru depst memberiksn respons
atau jawaban yang tepat kepade kebutuhan-kebutuhsn masyare-
kat pada zemen yang telsh berubah.5

Usahe pembangunsn di bidaeng hukum menjadi bertambah
mendesak berhubungan dengsn pembangunan nesionsl yang dilan
carkan di berbsgai bidang kehidupen bangsa, Hal ini teruta-
me jeles terlihat di bideng pembangunan ekonomi yang menja=

di prioritas utema dalsm pembsngunan nasional di negers ki-

II (Desember, 1975), hal.3.

“Ivid.



teas Pembangunan ekonomi nasional pada umumnya berarti merom
bak polae-pola ekonomi tradisional ke arah apa yang dinama~
kan perekonomien modern, Dalem menyelenggaraken program pem
bengunan ekonomi nasional ini diperluken adanya penyesuail -
en-penyesusien di bidang hukum, Oleh karena hukum yeng di-
cipteken di delem kondisi perekonomisn tradisional atau su~
sunan ekonomi koloniel, biasenya sudeh tidek sesuai legi de
ngan perkembangan ekonomi uod.rn.‘ Ketidek jelasan dan keti-
dskpastien hukum di Indonesia dalem mengimbengi  kepesetan
perkembangen ekonomi, baik berups peraturan msupun kelemba-
gasnnya, bisa menimbulkan kerugian bagl ekonomi secara kesg
luruhan, Sebab, ketidekjelssan dan ketidekpastian hukum bu-
ken henys aken menguntungken ussha besar dan konglomerat ==
sementara usaha kecil sulit untuk hidup «- tapil juga akan
mempersulit pengambilan keputusan dan berpeluang mendorong
pengusaha untuk memilih jelan pintas yeng depat merugikan
kepentingan rakyat dan nognra.T
Kecuali aspiresi den sussana kehidupen yang telah meng
aleami perubehan-perubshsn dan kebutuhen~kebutuhan nasional
yang menuntut penyesuai-penyesuesien di bidang hukum, kebu=-
tuhan lelu lintes bukum internasional di mana negara kita
ikut terlibat, ikut pula mendorong pembangunan di bideng hu

6 « Tentang ekonomi kolonial dan ekonomi nasionel,le
bih jauh lihat Serbini, "Garis-Garis Besar Pemb an Eko-
nomi di Indonesie," delam Sjahrir, Menuju, hal.T7=-8.

1 No.129-132, Tehun XXV (7-10 No
o - pember, 1989);
hat H;n med Fikri den Hemid Chslid, "Antare Hukum den 2

konomi," Kompas, Tehun XXX (9 Desember, 1989).



kum, Hukum yang tidek mutakhir aken menimbulken berbagai ma-
cam masalah bagl negera kita untuk turut-serts di dalam pe-
nyelenggaraan hubungan-hubungan ekonomi den perdsgangen ine
ternasionsl.® Ini terbukti di enteranya sdelah bahwe para
penanaem modal asing masih merasea teskut dan ragu-regu untuk
menanemkan modelnya di negara kita karena tidek adanya kepag
tian hukum den peraturan yeng jelas yang menjemin kelangsung
an ektivites mereka,

Ussha-usaha pembangunan di bidang hukum dalem era ting-
gel landes nenti untuk terbentuknys sustu tats hukum nasio-
nal baru yang mengabdi kepada kepentingsn nasional dan berlg
ku bagi seluruh rakyest den wilaysh Indonesie, tidak dapat ti
dek, haruslsh memperhatiksn tingkat kesadaran hukum dan ding
mikea yeng hidup, berkembang den berlaku dalam masyarakat., Ni
lei-nilei dan norma-norme hukum yang hidup, berkembang d a n
berlaku dalam mesyarakat bisa berasal dari kebiesssan dan a~
dat-istiadat yang dipertahankan berlekunya oleh Ill,’ll‘lkl'll
adat bersangkuten, dan bisa pula berasel dari hukum agama
(Islem) yeng juge dipertshenken berlskunya oleh pars pemeluk
agama bersangkutan,

Dengan demikian, sebagai akibat dari perkembengen seja-
rah dan kenyetean yeng ada delam masyaraket, delam era ting-
gal landas nanti hukum Islem memagang peranan dan tuges yang
sanget penting untuk memberikan kontribusi stuu sumbangennya
dalem pembangunsn hukum nasional. Dengen kata lain, hukum Ig
lem harusleh dibina secares sadar, terarash dan terpadu untuk

8Rednie, "Pembaharusn," hal.4.



menjadi seleh satu unsur dalem pembinesn dan pembarusn hulsum

nasionel di masa datang.,

Rokok Masaleh
Setelah diursiken dengen psnjeng lebar latar belakang

massleh mengspe penyusun tertarik untuk mempermasalahksn hu-
kum Islem delam era tinggel landes di Indonesia, ada bebera=-

pa pokok permesalehen yeng diressken sengat penting untuk d4i

carikan jawabannys, yeitus

1.

e

Bagsimanskah gamberan masyarakast Indonesia mempersiepkan
diri untuk memesuki proses tinggal landes dalam Pelita VI
nenti dengen segsla potensi yang ada sekarang ini?
Begaimangkeh kira<kirs bentuk den corek masyarsekat Indo=-
nesia yang skan diciptekan dalam ers tinggal lendsas ter-
sabut ?

Begaimanakah prospek hukum Islem delam sussama kehidupen
masysrakat Indonesies yang berada dalem proses tinggal lepn
das itu? Dan, sejauh mane peranan hukum Islem dalam hu-
bungennye dengesn pembangunen hukum nasional dalam memasuk
i proses tinggal lsndes nanti terutama epebile dikeitkan
dengan keadeen masyerakat Indonesia yang mayorites bera -

gema Islen?

Iujusn den Kegungan
Tujuan
Penulisan skripsi ini tidak dapat dilepasksn dari tuju-

an-tujuen yeng hendsk dicepsi, antara laini

1.

Untuk memberikan gembersn bagaimans bmngss Indonesis mem-
persispkan diri untuk memasuki proses era tinggal landas



Y

delem Pelita VI nanti sedemikien rupe sehingga dapet dike-
tahul keadaan masyarakat Indonesie psde sezt itu.

Untuk mengetahui bagaimana bentuk den corsk masysraket Ine-
donesia dalam proses era tinggoel landas.

%« Khusus dalem bidang hukum Islam, ager depat diketahui sejg

uh mana peran positis dard prinsip-prinsip hukum I sl a @
yang dapat diberilken dslan peambangunen hukus nasional da-
lam prangk: memasuki prosee tinggsl lsadas.

Kegunaan
Adapun kegunaen deripsde penulisan skripsi ini adelah sg

bagai berikuts

1«

2

Se

Untuk memberiken kontribusi pealkirsn begi khazensh 1ilmu
pengetahuan, khususnye di bidang hukua, dengen wencobs me~-
lontarken gembaren mengensi sosok hukun Isiem delem o r &

tinggel lendss dslem rsngks pembengunsn hukum nasionel se-
sual dengen Jiwe bangss lndonesia ysng meyoritss bDeragame
Islen,.

Sebegel buhen yang mungkin bermanfeat bagi penulis=penulis
lein yeng eken membahes tenteng kedudukan hukus Isles d i
Indoneais pade mesa-ncss yang skean deateng, atau taruhlah
pade pasce ere tinggel lendas.

Sebagei seleh satu sysrst untuk memperoclen geler 3Sarjana
delem Ilmu Syari'eh (Hukum Islam) program Strate Satu (81)
pads Fakultes Syari'sh XAIN Sunan Kalijege Yogyakarts.

Sistem huxum Indonesias, sebsgal skidbat dari perkembang=
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an sejarashnye, bersifet majemuk (pluralistik). Disebut demi=-
kian, karens sampal sekereng di deslem Negsre Kesatuan Repube
1ik Indonesia berlaku beberepe sistem hukum yeng mempunyei
corak den sisztem tersendirl, den mulai berlaku di Indonesia
.pads wektu yeng berlainen, Yeng perteane edsleh sistem hukum
Adet, yeng telsh lame ecdn den berlsku di Indonesis, meskipun
beru dikenel sebagei sigtem hukum peda permulesn sbad ke-20
ini, Kedus adelch gistem huicum Islam yang telah ada di Indo=
nesia sejek orang Islam dateng den bermukim di Nusantars ini
pade sbed I Hijriyeh etsu psda abad VII/VIII Masehi, Dan,ke-
tiga sdelah sistem hukum Barat yeng mulei diperkenslken 4 4
Indonesis oleh pemerintah VOC (Yerenigde Oost Indische Come
paanie) setelsh menerima kekucrasn untuk berdagang den mengu
asel kepulauan Indonesiz deri pemerintah negeri Belands pada
tebun 1602,?

Ketiga sistem hulktum tersebut berlaku den diskui o 1 e h
peraturan perundsng-undengen, tumbuh den berkembeng dalam ag
sysrskat serts dikembangken oleh ilmu pengetahuen den prake
tek persadilian,

Hulcum Islam, yeng menjedl tems sentral deri pembshasen
skripsi ini, adalah hukum yang berasel dari asgeme Islsm,Oleh
karena itu, adenys hukum Islsm tidek dapat dipisahken dengaen

eksistensi agama Islam itu s.ndir1.1°

g Rt ot 4, e e Bt

dimust kembali dalsm Teaufik Abdullsh

Sh 81444 (ed,.), b
o A e (aran AL 00 BT R AN 44 Asda
10

Abdul Mutholib, SH., annq ﬁfgggg!p Hulkum
Nesional, cet,.I (Surahayaszgfggafinu. §"*fuha 23 d e m;
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Istilah hukum Islam, sekalipun berlafaz Aresb, namun te-
lah dijedikan bahasa Indonesias, sebagel terjemahen dari figh
Islam ateu gyarl‘eh Islem, yang bersumber kepada al-Qur'an,
Sunnah den ijma‘ pera sehabst den tabi‘In.'!

Hasbli Ash-Shiddieqy mendefinisiken hukum Islam sebagsi
berikuts

12 .Z?Lg}\‘;aLg'Uq}ﬁiébzb‘J%Qﬁsfﬁéﬁé‘CD)[,Lﬁfzfﬁ?

Menurut Abdurrahman Hahid."sobagni kumpulen persturan
den tata caras yang harus diikuti oleh seseorang ysng patuh
memeluk sgamenys, hukum Islam memiliki pengertian yang lebih
deri hanys sekedar luass lingkup hukum yang dikenal umumnya
yang, di dalem masyarskat Barat yang sekuler, seperti Juga
di negara-negsara Sosialis, didefinisikan sebagail hasil deri
kehendak menusia, '4

Selanjutnye, Abdurrahmen Wahid menulis bahwas

eee Hukum Islam, selain mengandung pengertian hal-hal
yeng lazimnya d.ikonal sebagal bidang yuridis, juga mel
puti sosl-goal liturgi dan ritual keagamean, soal-so

etika dari cara bersopan-santun hingge kepade spekulasi

estetis dari para mistikus W) yeng terhalus,
soal-soel perdeta ..., dan ser satu masalah 1 a i n

PP D AT A Raasia, coted (ureha

11
Prof.Dr.T.M.Hasbi A'h-&liddi.q, mu :.LE.
cet.IIT (Jekartas Bulan Bintang, 1935)5‘*5*5&&.

hp T

13Abdurrahmen Wshid, "Menjediken Hukum Islem Sebagai Pe-

nunfan:ltontnngfzigi;.énlan LPBI&.deee!;(§=E;§!§¥;e§iihfaqi§:

14xhe11d M, Ishaque, "Hukum Islam: Cita~Cite dan Prinsip-
Prinsipnya," dalem Altaf Geuhar (ed.), Tantengsn Islam, alih
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yang meliputi keseluruhsn aspek-aspek kehidupan, Kare-
nanya, epa yang secara sederhana dinyatakan dengan is~
tilah "hukum Islem", sebenarnya lebih tepat dinamei ke
seluruhen tata kehidupan dalem Islem ... 15

Kemudian, dengen mengutip MacDonaeld, Abdurrshmen Wahid

menyimpulken bahwa hukum Islam itu adsleah "the science of
all things, humen snd divine (pengetahusn tentang semua hel,
baik yang bersifat menusiawi mesupun kebutuhnn)'.“

Dengan kate~kata yang berbede, tetapi dengen maksud
yeng kurang lebih sama, Ahmad Hasen delam pendahuluan buku-

nya The Early Development of lslsmic Jurisprudence menulis:

Hukum dalam masyarakat manspun, edalsh bertujuan
untuk mengendalikan maesyarskat. Ia adalah sebuah sis =
tem yeng ditegakkan terutama untuk melindungi hak-~hek
individu meupun hak-hsk masyerskaet. Sistem hukum di sg
tisp masyeresket memiliki sifat, karskter dan r u ang
lingkupnya sendiri, Sama halnya, Islam memiliki sistem
hukum sendiri yang dikenal sebagail Figh., Hukum Isleam
bukanlah hukum murni dalem pengertiennya yeng sempit
ia menec seluruh bidang kehidupan -- etiksa, k.lglq.
an, politik, dan ekonomi, Ia bersumber dari wahyu Ile~
hi., Wahyu menentukan norma-norme dan konsep dasar hu-
kum Isleam serta dalem banyek hal merintis dobrekan ter
hadap sdat dan sistem hukum kesukuen Arad pra-Islam,

Hendakleh dicetat bahwa terdepat perbedasn menda-
sar antara tuiunn dan rueng lingkup h delem artian
modern dan delam artian al-Qur'en, Hukum dalam artian
modern adelah aturan-aturan khusus yang mengetur permg
salehan sosial, ekonomi, den politik dari suatu bangsa
yong disusun oleh suatu badan yang berwenang yeng kom-
peten dan diberlekukan dengan sanksi-sanksi dari nega-
A ssee

Ruang lingkup hukum Qur'an mencakup aturen perilg
ku manusia dalam semua bidang kehidupan, menjamin kesg
j-:;qrnan :;nuaia dalam kehidupan duniswi maupun ukh-
ra esee

behasa Anas Mshjuddin,cet.I (Bandung: Pusteks, 1982),hal.172.

15&bdurruhnan. Menjadiken," hal, 64-65,

61p4d., hel. 65.

17
Ahmed Hasen, Ljtihed PM&F alih ba
sa Ageh Garnedi,cet. Bandung: Pust a.*gi§¥§§2i.xv-xvi.h'
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Itulah sebabnya Joseph Schacht dalam An Introduction to
Islamic Law mengateken bahwa, "hukum Islem memiliki sejumlah
konsep hukum yeng mengesankan, baik konsep-~konsep hukum yang
khusus meupun yeng bersifat unul‘.“

Demikisnleh, kite melihat dengen jelas bahwe dalam Is-
lam hukum tidek terpissh dari sgama, Atau Islem itu mencakup
hukum dan ageme sekaligus. Melaksanekan hukum Islem eadeleh
kewajiban sgsma., Hukum Islam, sesual dengen ciri-ciri khas-
nya, sensntisse mengalami perubshan-perubahan., Tetapi seba-
liknya, hekekat agsme tidek ekan mungkin diubsh, terutame kg
yekinan aken adenys Allah adelah ajeran yeng tidak depet di-
genti den bersifat kekel, Jika kekuaten-kekuatan yang ssling
berlawanan itu hidup berdsmpingen, maka pada suatu seat pas-
ti ekan terjadi perbenturan antara keduanya.

Dalem hal ini, Asaf A.A., Fyzee, pakar hukum yeng pernsh
menjadi guru besar tamu pade Universitas Cambridge den Uni-
versites Californis di Los Angeles, mengemukaskan cara=carsas
penyelesaian entare dua kekuatsn tersebut, sebagei berikut:
1. Perlu diedeken pembedaen yang jelas antars agema den hu=-

kum menurut Islamj
2. Agema dan hukum perlu dirumusksn (kembali) sesuai dengan
perkembangan pemikiran abad ke-20, dan oleh karena itu;
3. Islem perlu ditefsirken (kembali) berdssarken landasan
berpikir di atas dan perlu diberiken makna yeng seger pa-

da (ajeran) egeme Islem 1tu, 19

1llonoph Schacht, igggﬁagggk Islam, alih behesa Drs.

Moh,Seid, dkk. (Jakartas Proyek Pembinaan den Sarana PTA/IA-

{';”i};J'“'P"bin"“ Kelembagean Agama Islam Depag.RI,1985),
ale -

19&-:! A.A. Fyzee, "Penafhfran Kembali Islem," dalem John
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Abdurrahman Wehid, setelah menerangkan dengan panjang
lebar sebab-sebab mengspa hukum Islam masih memiliki arti
besar bagi kehidupsn umat Islem, mengatakans

eee Hukum Islam mesih memiliki peranan cukup beser da-
lam kehidupen bangse kita, Peransn itu dewasa ini ma-
sih bersifat statis, dealem arti mesih berbentuk "p o s
pertahanan® untuk mempertahenkan identitas ke-Islaman
dari pengaruh non-Islam, terutama yang bersifat seku =~
lar, Justeru watak ltlti! inilsh yang menjadikan hukum
Islem hanya berperan negatif dalam kehidupan hukum di
negara kita dewase ini., Peran itu pun coraknys sebagi-
ean besar hanyalash bersifat refresif, melerang ini dan
menentang itu. Atau dengan kata-kata lain, yang diung-
kepken oleh sebagian pemikir Muslim sendiri, hukum Is-
lam baruleh berkarya menolak kemungkaran,kebatilen dan
kemaksiatan, dan belum mempu menjsdi penganjur kebaik-
en delam artinya yang luas. 20

Seperti telah diterangkan di atas, pembangunan pada hg
kekatnya adalah proses perubahan yang terus-menerus,yang me
rupakan kemajuan den perbaikan menuju ke arsh tujusn yeng
ingin dicapai,

Dalam GBHN ditegaskan bahwa hskekat pembangunan nasio-
nal adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya den pem-
bangunan seluruh masyarakat Indonesia.21

Sedangkan tujuan pembangunsn nasional seperti termuat
dalam GBHN adaleh untuk mewujudken sustu masyarakat a d 1 1
mekmur yang mersatas material den spirituasl berdasarkan Pancg
sils di dslem wedah Negaras Kesatuan Republik Indonesla yeng

merdeka, berdaulat, bersadbu dan berkedaulatan rakyat dalam

J. Donohue dan John L. Espositi (ed.) Ilt’! ﬂgn [g;higuleu
- » alih bah:ln rs,Machnun Huseln,
! ! isaaar!a: kngawaf!, 5

cet. 984), hal,341.
205 paurrahman, "Menjadikan," hal.67.

2% etetapan MPR RI No.II/MPR/1988, Bab II tentang Pola
Dasar Pembangunan Nesionsl,
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suasena perikehidupan bangss yang esman, tenteram, tertib dsn
dinamis serts dalam lingkungan pergaulan dunia yeng merdeks,
bersshabat, tertib dan dnmai.zz

Dengen demikien, jelas terlihat bahwa pembangunen nasi-
onal kiﬁa adalah pembangunan yang multidimensional; pemba~
ngunan di segesle bidang kehidupan, sekalipun ede skasls prio-
ritas, yaitu pembangunan di bidang ekonomi, Ini berarti bah-
wa pembengunan itu tidak mengsbeiksn bidang-bldang lain,akan
tetapi bidang-bideng lain itu bersifet menunjang dan meleng-
kapi bidang ekonomi serta dilaksanaksan seirama dan serasi de
ngan kemsajuan-kemajuan yang dicapal delsm bidsng e k o n o~
mi, Strategl pembangunan seperti itu ditempuh karens hanya
dengan peningksten hasil-hasil dalsm bideng ekonomi baru da-
pat tersedis sumber~sumber pembsngunan yang lebih luas bagl
peningkaten di bideng-bidang lainnys, termssuk bidang pemba-
ngunan hukum,

Seperti diketahui, dalam Pelits Keempat yeng lalu peme-
rintsh telah mengusahekan terciptanys kersngka landasan bagi
bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembeng terus, untuk kg
mudien dimantspkan dalesm pelskseanaen Pelits Kelima saat ini,
sehingze dalam Pelita Keenam nanti bangsa Indonesia sudah bg
nar-benar dapat tinggal landas untuk memacu pembangunan menu
ju terwujudnye mesyarekat yeng dicita-citaken, islah masyara
ket yang adil dan makmur berdesarkan Pancasila dan UUD 1945.2,

Yeng dimeksud dengsn posisi benar-bener depet  tinggal

22
ibid.
2%1bid., Bab IV tentang Pola Umum Pelite Kelime.
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landas 1alah adanye sustu kondisi yang menggambarken teleh
tercapainys sasaran-gasaran pembangunan jengks peanjang di
segala bidang pade awal pelakssnsen Pelita VI, Untuk itulah
maka kerangka landasannya herus sudah terbentuk dalem Pell
ta IV 1l2lu, dan kemudien dimantapkan dslem Pelita V 4 n i.
Jike tasdinys landasan yang kust untuk tinggsl lendes itu a-
kan dicapel dalam lima etau enem kali Pelits sebagaimans 4}
nyataken dalam Pola Umum Pembangunan Jangks Penjeng d e r i
IGBH!, maks sejak Pelita V ini bangse Indonesia bertekad un-
tuk mencapainya hanya dalem lima kali Pelits saja, Jadi
tinggal satu kalil Pelita legil.
E. [Kersnghks Teoritls

Dalem sejarah perkembengsn hukum di Indonesia, keduduk
en hukum Islem sebagal hukum yeng berdiri astas kekuatan sen
diri telsh pernah berada dalsm kenyataan untuk suatu masa
yang lama. Itulah sebabnya Pemerintah Belanda dan Pemerin-
" tah Hindis Belanda ~- melihet kenyataan pada saat 41 t u =
dengan peraturan perundang-undangen yang tertulis den tegas
telah mengakui bahwa hukum Islam berlaku bagi orang Indone-
sis yang beragama Islam, Hukum yang diperlakukan adalah hu-
kum Islem, Bahkan peradilan yeng diperlakuken untuk mereka
adaleh peradilen dengan hukum Islam, Pendeknya, "hukum Is-

lem berleku bagl bangsa Indonesia yang beragama Islem kare-
ns keduduken hukum Islam itu aondiri'.z4

“sujuti Thelib, SH,, "Receptio in Complexu, Theorie Re~
ceptio dan Receptio A Contrerio,” dealam Psnitias Penerbitan
Buku untuk memperingeti Prof.Mr.Dr.Hazeirin, Pembsharusn Hu
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Meayarakat Islam di1 Indonesia memang tidak dapat wmele-
paskan dirinya dari ikatsh hultum agamanya (hukum Islem). Te
tapi anehnya, hukum Iszlam itu setelsh kurang lebih 700 ta-
hun lamanyas berkembang di Indonesia, belum lagi diketahui
secara menyeluruh dan marata.25 Sebaebnya islah, menurut Raw
zairin dalem bukunya Iujuh Serangksi tentang Hukum, karena
didiken Islam belum pernah di mesa lalu == dan Jjuga mungkin
di mase kini -~ secara merata dapst disempurnskan, Juga si-
kep penguasa yang menguasei masyerakat Islem itu, karena hu
kum tidsk dapat dilepaskan keterikatennya dengan pengunnl.z‘

Dengan perakhirnya kekuasaan kolonial dan dimulainya g
ra pembangunan dalem alam kemerdekasan yang kini telah beru-
8ia lebih dari empat puluh empat tahun, ternyata juga belum
msmpu membawa perubshan-perubshen yang berarti dalam bidang
hukum, walaupun perubshan-perubshan nyata telah tampak da-
lam bidang-bideng sosial, politik maupun ekonomi, Kesdoan
demikian sebenarnys merupaken merupskan suatu kepincangan
antara bidang hukum dengen bidang-bidang sosial lainnya. I~
tulah sebsbnya mengapa pembangunan hukua nasional merupskan
suatu kebutuhan yang mendesak dan mutlak harus dilaksanekan
untuk mensnggulanginye.

Sehubungan dengan pembangunan hukum nasional, maks se=-

i Ielen 41 Igenenty: §p Neseriem Lrof.hr.r. Massirin

35:3 Ali Yafle, "Antara Ketentuan dan Kenystaan," dalem
Drs., Igbal Abdurreuf Saimima (peny.),
Islam, cet.I (Jakarta: Pusteks Penjimes, »hal.95.

26
Prof . Mr.Dr. Hazeirin, Tu ﬁmﬁ%a; nt Hukum
cet IV (Jakarte: Bina Ak-;ra, %Ei » hal, 50=51, !
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belum memasuki ere tinggal landes dalem Pelita VI nanti,pere
lu dipersiapkan kerangka landasan pembangunen hukum yang me-
nentuken bagaimena kits hidup di Negara Republik Indonesia.

Kerangke landasan pembangunan hukum ini menentuken pola kehi

dupen yang harus diikuti dan diteatl oleh setisp orang.zT

Ide kerangka landesan pembangunan hukum ditempile-
kan di delem era pembangunan di mena sebenarnya telah
terselenggarakan pembangunan bidang hukum, bahkan pemba
ngunan hukum yang telsh diselenggaraken i tu pun terlak-
sana di delam masysrskat ysng telah nda hukumnya, berdg
sarkan Aturan Peralihsn Pasal II Undeng-Undeng Dasar
1945.

Di semping itu pembangunsn hukum di Negars Repube
lik Indonesia ini gun telah mengenal pelbagai landasan
tertentu seperti misalnya:

e, Pancegile sebagai lendasan idesal;

b. Undang-Undang Desar 1945 sebagai lendasen kon-

stitusional}

¢c. GBHN sebageli lendasen operasionel;

d, Landasen (tata) hukum masa yeng lampau.

Dengan demikian pembangunan hukum tidek dilaksesnakan di
dalam suatu rechtstvacuum atau kekosongan hukum di me-
sysrakat,

Jedi dengan memperhatiksn esdanya pengarshen
Undang Dasar 1945 dan GBHN tentang hukum, make dapat
kateksn behwe Kerangkes Landasan Pembangunan Hukum ada-
lah suatu mekanisme yang meningkatken segeras terwujud-
nye suatu sistem hukum nasional sehingga dengan landas-
an tersebut kits diharepksn lepas landas delam  pemba~-
ngunan hukum ysng mendukung pembangunan nesional, 28

Dalam GBHN 1988 bidang hukum huruf ¢ dinyatakan bahwas

Dalsm rangka pembangunan hukum perlu leblh ditingketkan
upeysa pembarusrn hukum secara terarsh dan terpadu antara
lain kodifikesl den unifikesi bidang=bldang hukum ter-
tentu serta penyusunan perundang-undangan yang baru

27!ouku Mohsmmad Radhie, "Pembangunen Teta Hukum Nasional:
Suatu Prasysrat Tinggal Landas," Kowpss (20 Nopember, 1986).

28¢o Kgranzke Lendasey
misl Ad Hoec Persahi
kum, cet.I (Jakartas Puutnia ay Herapan, §E§§¥lﬁﬁfgagf§¥
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vang sengat dibutuhken untuk dspat mendukung pembengune
an ai borbnsai bidang sesuai dengan tuntutan pembangun-

ﬁﬂ. parta t kat keinder%%d;%%gaagﬁﬁ gizagéknuffgg_gis

Dengan demikien, pembangunan hukum sebsgei upaya untuk
menegakkan keadilan, kebenaran dean ketertiban dalam negera
hukum Indonesin y;ng berdasarkan Pancaaile dan UUD 1945, di-
arahken untuk meningkatken kesadaran hukum, menjasmin penegak
ang pelayanan dean kepesstian hukum, serta mewunjudkan tets hue
kum nasional yeng mengabdi kepada kepentingan nuliﬂunl.’o

Oleh kerena itu, dalam pembangunan (pembentuksn) tata
hukum nasional yeng akan datang -« dan kini sudah berjalene-
depat saja diembil deri sumber hukum ysng mens saja, asal hu
kum yang diciptaken itu dapat diterima oleh seluruh golongen
masysraket sesual dengan kesadsrsn hukum yeng hidup den bere
kembang delam maayarakat."

Memeng, egsar hukum dapst berlsku dan berjalen dengan ba
ik delam magyarskat, meke imlnh satu syarctnya sdeleh behwa
hukum tersebut herusleh sesuri dengsn sspirssi den kebutuhen
masyarakat bersengkutan, Atsu, delam bohesa GPHN diketaken
behwa hukum tersebut hsrusleh sesusi dengen "tingket kesadap

an huikum dsn dinemiks ysng berkembang delam masynrnkat'.’z

29map MPR No.II, Pols Umum Pelite V.
Prbia.
31
Mura P Hutasgalung, SH, uk Era Pembangun
an, cet.I (Jakerta: Ina.nili-go, 59&;*’2h
“Zpap MPR No,TI, Pole Umum Pelite V.
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Adaleh suatu kenyataan yang tidek depat dinafiken bahe
wa masyarakat Indonesia sebagian besar beragame Islam, Oleh
karena itu, dapat dipshemi apabile 2de keinginen agar dalam
pembentukan hukum nasional pihek yeng berwenang memperhati-
ken norma-norma hukum Islem, dan jangan hendsknya dalam hu-
kum nasional yeng sksn datang terdepat hal-hal yang berten-
tangan dengen norma-norma hukum Islem tersebut.33 Aken tetg
pi perlu diingat behwa tidek karena mayoritas rakyat Indong
sia beragama Islam, meka norma-norma hukum Islsm akan berlg
ku secara otomatis menjadi norma-normas hukum nasional.

U Untuk menjadiken hukum Islam sebagai salah sstu unsur
dalam pembentukan dan pembinasn hukum nasional, maka hukum
Islam harus mampu mengembangksn watek dinemis bagi dirinyn."
Watak dinamis ini henye depat dimiliki jike hukum Islem me-
letakkean titik berat perhatisnnys kepsda sosl-soal ektual
yeng dihadapi bengse Indonesia, terutame dalem memasuki prg
ses tinggal landes dalam Pelita VI nanti, dan memberikan pg
mecahan bagi persoslan-persoalan dimeksud,

Demikian juge hukum Islam harus mampu mengakhiri enar-
ki hukum sebagal akibat ketiadaen otorites tunggel yang mem
pu meratakan keputusan-keputusan hukumnys, yang menyebabkean
ketidakpastian hukum untuk memutuskan keputusan hukum maena
yang dapat secara tunggal dieanggap sebagei hukum Islam, Se~
bab, tanpa adanys kepastian hukum mena yang disnggep mewe -
kili hukum Islem, tidekleh berlebihan apabila dikatakan bah

3
Eﬂh:’n;m!q' q;;h!umua!::R%.dhglf:;t?lll.z ogy art%ui‘wmn%
» al, »

34 pbdurrahmen, "Menjediken," hal.68.
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wa tidak aken dapat diberiken sumbengan yang positif kepada
pembangunan hukum naaional.’s
Menteri Kehskimsn Ismail Ssleh, SH, dalem pengarahan

tertulisnye pede Repat Kerjs Departemen Agama, mengntakans

Pembentuken tate hukum Laru tidak sksn melenyap =
ken ketentuan-ketantuen hukum edet ggzﬁgg%g i is~-
éfl yeng sebagian besar diasnut oleh rakyet Indonesia .

usshpken sgar beberspe kaidsh hukum ndet dan  hukum
Islem depet dialih-rumusken menjadi koldsh-kcldsh hu-
kum nasional, seteleh diremu dan disering (sedemikisn
rupe) sehingga dapat diterime oleh seluruh lespisen me-
syersket Indonesies (geris bewsh deri penulis), 36

Dengan demikian, apebils kita ingin menjadiken  hukum
Islem itu menjadi lalnh_uatu unsur dslam pembentuksn d e n
pembinean hukum nesionel delsem memasukl proses tinggal len=-
das nenti, meke perlu dilskuksn penelitisn-penelitien serte
pengks jian~pengkajian yang mendelsw yang mendesari  norma-
norma hukum Islem tersebut, untuk kemudien dengen metode
komparstif diserssikan dengen prinsip-prinsip yeng mendasap
i sub~sub sistem hukum lsinnys, essl tldek meruglken kepen=
tingen hukum Islem itu nandir1.37

F. Metodolopi
Metode yeng diperguneken delam penyueuncn skripsi 4ni
adelnb sebegal berikut:

1. Metode pengumpulan data

Ibig.
36yutholib, Progpek, hel. 32-33.
>Tuutegelung, Hukum Islsm, hel. 15.



Dalam mengumpulken datas untuk menyusun pembehasen skrip

si ini, penulis menggunseken metode/alat pengumpulan data li-

terer atau studi pusteka, Yekni dengan meneliti den mempela~

jari buku-buku dan bahan-bahan lain mengenail hukum Islem dan
sejarah perkembangsnnyae di Indonesia, khususnyas dalam keitan

nya dengen pembangunan hukum nasional. Juga buku~buku d a n

bahan=bahan lain yang membahes tentang tinggal lendas di Ine-

donesia,

2. Analisis data

Dalam mengeanslisis data yang telsh dikumpulken, sedapat
mungkin digunakan metode enalisis-deskriptif-kualitatif, ya-
itu dengan menggunekan kerangka berpikir sebagai berikuts

8. Induktif, yaitu penulis berussha mengenslisis data-data
yang bersifat khusus téntang hukum Islam di Indonesia se~
demikian rupa sehingge nantinya dapat digeneralisasikan
men jadi suatu kesimpulen yang bersifat umum,

b. Deduktif, ysitu sebaliknya dari metode induktif, yakni pg
nulis akan menganalisis data~data yang umum sifatnya sedg
mikian rupa untuk ditarik menjedi kesimpulen yang khusus,

¢. Komparatif, yaitu apabile terjesdi ada dua atau lebih da~
ta~datea yang dikumpulkan dalam sustu mesalah yang tidak
mungkin diinduksi stesu pun dideduksi, maka akan diusaha -
kan untuk dianalisis data tersebut dengan Jjalen memban -

dingkan mena yang lebih reliebel dan yalid atau mungkin
dicari kemungkinan untuk dapat dikompromikan,

G. Sistematike

Sistematika penyusunan skripsi ini akan berisikan hale
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hal sebagail berikuts:

Bab I Pendahulusn, Berisiksn lastar belakang masalsh
pokok masalahj tujuan dan kegunean; telaah pustaka; kerange
ka teoritis; metodologi; dan terakhir sistematika,

Bab II Tinjauan Umum tentang Hukum Islam, Dalam Bab i-
ni esken dibehes prinsip-prinsip hukum Islamj tujuen  hukum
Islamj sertas elestisitas dan fleksibilitas hukum Islem,

Bab III Gembaren Mesyaraskat Indonesis dalem Era Ting-
gal landeas. Pembahassn ini berisikan pengertian tinggal lan
das; sysrat-syaraet tinggel landas dan kemungkinan pencapai-
annyaj dan terakhir bentuk masyeraket Indonesia delam e r a
tinggel landas.

Bab IV Analisis terhadsp Hukum Islam dalem Era Tinggal
Landas., Bab ini memuat pembahasen mengenail persepsi masyarg
kat Indonesia terhadap hukum Islamj potensi-potensi yang me
mungkinken berkembangnye hukum Islsm dalem ere tinggel lan-
dasj dan faktor~faktor pendorong dan penghambat perkembang-
an hukum Islem delam ere tinggal landas,

Bab V Penutup., Berisiken kesimpulen dari pembahassn =
‘pembahasan ysng teleh dicoba~lakukan, Dan kate penutup dari
skripsi., Kemudien akan diserteksn juga pada bagian akhir
skripsi ini dafter kepustekasn; lempirsn-lsmpirsn dsn curri

cullum vitee,



BAB V
PERNUTUP

A.  Xesimpulen

Halemon-helemen terdahulu telah wencoba uenelusuri per-
kembangen hukum Ielem di Indonesia dengan segole permasaleh-
annye untuk diprediksiksan di masa tinggal lendes delem Peli-
ta VI. Pari uraisn-ureien tersebut di muka, uaks ade Lebers-
pe kesimpulan yeng depst diambil, entara laing

1. Bangse Indonesgie delam Pellita VI alton memasuki proces
tinggrl lendae delem pnbanguhan untuk memccu pembangunan
yarg berkesinsmbungen. Untuk 4tu pemerintsh Larsame-seme
scluruh rekyet Indonesia, dengen ugal'.la potenel yong dimi
1iki, berusshe menciptokan kerangkas lendaasn pembangunen
delem Pelita IV yong lelu, dan kemudien dimentapken delam
pelcksanaon Pelita V ssat ini.

2+ Bentuk dan corak mesyerskat Indonesia dalem e » & tinggel
landes edslsh mesysrekat Pencasila, ateu sctidek-tideknyc
yeng menuju ke saens, yaitu lnsyarakn‘lt #dil dsn mekmur,ba-
ik materiil maupun immeteriil ysng berdassrkan Pencesils
den Undeng-Undang Dasar 1945,

3. Dalem eres tinggel lendas prinsip-prinsip hukum Ielem okan
memainkan perencn yeng positif delem proses pembangunan
hukun nesional lentersn potensi-potensi yeng dimilikinyep
di senping edenye faktor-falktor ekstern yeng mempu mendo-
rong perkembengennye. Dengsn kate lein, prineip - prinsip
huicum Islem mempunyesi prospek den mage depen yeng cukup
cereh delem ere tinggel londes di Indonesis,
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Ads beberspa hal yang penyusun rasskan ssngat penting un-

tuk memperoleh perhstisn dari umat Islem Indonesis agar hukum

Islem mampu berperan di mesa tinggel landas, antare laing

1.

Setiep manusie Indonesia bersamae-sama dengan pemerintah ha=
rus memiliki resa tanggung jawab yang besar untuk mencurah-
kan segenap kemampusnnya sesusi keeshlian masing-masing demi
terwujudnya tinggel landas dalem Pelita Keenam nanti,

Harus lebih digalakkan upeya pribumisesi Islsm «- meminjem
istileh Abdurrshman Wehid «- yang secara sederhana dapat di
katakan sebagal cita-cita untuk mengembangkan (budaya) Ise
lam dengan corak setempat. Dengan pribumisesi Islam ini a-
kan dapat diberikan ruang gersk bagi proses keeatif den ing
vatif yang sangst diperlukan dslam pengembangan kebudayaan
Islem, terutame untuk menghadspl mapyarekat tinggsl landas
kelsk, Namun perlu diinget bahwa pribumisssi Islam itu hee
nya mempertimbengksn kebutuhan~kebutuhan lokal di delem me~
runuskan hukum agema, tanpa merubah hukum itu sendiri, Pri-
bumisasi Islam bukenlesh berarti meninggalkan norma demi bu-
daya, tetepi sgar norma-normas itu menampung kebutuhan-kebu-
tuhen dari budaya dengan mempergunsken peluang yang disedi-
skan oleh veriasi pemshaman nags, dengan tetap memberikan

perenan kepada ugil sl-figh den gewi‘dd ad-fighiyysh.'

TUreinn panjang lebar tentang gagesen pribumisasi Islem i-

ni, lihat Abdurrehman Wahid, "Pribumisesi Islam," dalam Munta-
hea Azheri den Abdul Mun'iIm Saleh (peny.), é*lgﬁ,ing%n%ggg Me-
natsp Masa Depen, cet.I (Jakarta: P3M, 1989); hel.81-96.
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Umet Islam Indonesia hendaklah memperkecil jurang antara Is
lam sejarsh dan Islem cite-~cita pada mese tinggal landas dg
ngan semakin menyemengatkan den memperluas intensitas kegi-
atan dakwah Islem,

Umat Islam Indonesia hendaklah berussha menciptaken suatu
dasar yang lebih kokoh bagi fondasi intelektual keagsmeaan,
sehingga nentinya mereka memiliki kemampusn untuk menghadep
4 den memecahksn mesalah-masalah modern ysng sedang dan a-
ken dihadepi oleh bangsa Indonesia dalam tahap tinggal lane
das seperti kemiskinan, keterbelakangan ekonomi, pertembah-
en penduduk, pendidiken, perkembangan politik, keadilan so-
sial-ekonomi, dan sebagalnya.

Harus adas kesedisan dari para pakar hukum Islam sendiri un-
tuk memberiksn batasan atas luas lingkup dea$rah kehidupan
yang dijengkau oleh hukum Islam dalem rangks pembangunan hu
kum nasionel. Seleanjutnyas, kelau kita ingin menjedikan hu-
kum Islem sebagel bagiasn dari hukum nasional pada saat ting
gal lendas, meka sudeh tentu juga harus ditentukan skala
prioritas penggaraspannys == suatu kenyatasn yeng tidak de-
pat dielekkan, Keksburen pandangen ysng diskibatkan oleh ke
tiadasn pembidangan hukum Islem secars jelas menurut skalas
prioritas akan menghilangkan arti upaye mengintegrasikan hu
kum Islem ke dalam hukum nasional. _

Hendaklah dilakukan panolitim-ponoﬁ'tim den pengkajian -
pengkajien yeng mendelam tenteng asas-asas den prinsip-pripn
sip yeng mendasari hukum Islam untuk kemudien diserasikan
dengen asas-asas d-h prinsip-prinsip sub sistem hukum yang
lain sedemikian rupe sehinggs despat diengkat menjedli norma



167

hukum nesional yang baru yang depat diterima oleh semuas g
longen mesyarsaket Indonesia.

. Penutup

Demikienleh uraisn-uresian dan pembahasen-pembshasan yang
telah dicobalakukan oleh penyusun dengsn panjsng lebar menge~
nal "Prospek Hukum Islam delam Ere Tinggal Leandas di Indone -
sia",

Akhirnya, prospek hukum Islem di Indonesis banysk bergsg
tung kepade kemsmpuan umat Islam sendiri, bukan oleh golongan
lain, untuk mengikis kemalasan den ketidekberanian intelektu-
8l yang telah lsma bersarsng dalem tubuh umat Islam, daleam u-
sehanye untuk mengantisipaesi perkembangan ilmu dan teknologi
(zeman modern) yang semakin canggihe.
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